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P E N D A H U L U A N 

 
erencanaan kehutanan merupakan bagian dari pengurusan hutan yang bertujuan 

mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang berkelanjutan, memberikan manfaat, 

mengakui hak dan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Perubahan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan seharusnya menjadi alat 

mewujudkan tujuan tersebut. Kami menyusun dokumen ini untuk menjalankan hak warga 

negara berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dijamin oleh Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.  

Dokumen ini terdiri dari pokok-pokok pikiran dan rekomendasi perbaikan terhadap materi 

muatan kunci dalam naskah rancangan perubahan PP No. 44 Tahun 2004 serta lampiran 

berupa masukan pada ketentuan-ketentuan batang tubuh dalam perubahan PP tersebut.   

P 
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P O K O K – P O K O K   P I K I R A N   D A N 

R E K O M E N D A S I 

1 Kami memandang 

bahwa perubahan PP 

No. 44 Tahun 2004 

seharusnya 

memperhatikan pesan 

penting dari Putusan 

MK No. 34/PUU-

IX/2011, Putusan MK 

No. 45/PUU-IX/2011 

dan Putusan MK No. 

35/PUU-XI/2012 

Kami memandang bahwa perubahan PP No. 44 Tahun 2004 

seharusnya memperhatikan pesan penting dari Putusan MK 

No. 34/PUU-IX/2011, Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 dan 

Putusan MK No. 35/PUU-XI/2012. Pesan penting yang 

dimaksud adalah: (i) Penguasaan hutan oleh negara tetap 

wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak 

masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada 

dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (ii) 

pembentukan kawasan hutan harus dilakukan melalui proses 

yang menaati hukum, menjamin perlindungan hukum bagi 

masyarakat, partisipatif dan tidak dijalankan secara otoriter; 

(iii) pengaturan kehutanan tidak boleh melakukan 

diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek 

hukum yang konstitusional.  

2 Perubahan PP No. 44 

Tahun 2004 perlu taat 

pada logika yang telah 

dibangun oleh UU No. 

41 Tahun 1999. 

Perubahan PP No. 44 Tahun 2004 perlu taat pada logika 

yang telah dibangun oleh UU No. 41 Tahun 1999. 
Inventarisasi hutan yang memuat aspek biofisik, sosial-

budaya, dantenurial masyarakat harus secara aktif dan 

konsisten dilakukan oleh Pemerintah danPemerintah Daerah. 

Inventarisasi hutan yang dilakukan oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah harus melibatkan instansi terkait yang 

mempunyai data yang relevan dengan tujuan inventarisasi. 

Inventarisasi dimaksud menjadi dasar bagi pengukuhan dan 

penatagunaan hutan. Mengacu pada Pasal 5 UU No. 41 Tahun 

1999 maka pengukuhan kawasan hutan adalah upaya untuk 

menetapkan status penguasaan hutan sedangkan 

penatagunaan hutan sesuai dengan Pasal 6 UU No. 41 

Tahun 1999 adalah upaya menetapkan fungsi hutan. 

Penetapan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan 

ketika pengukuhan kawasan hutan telah selesai dilaksanakan. 

Penjelasan Pasal 12 UU No. 41 Tahun 1999 yang 

bertentangan dengan batang tubuh selayaknya tidak dijadikan 

acuan (lihat Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

No. 35/PUU-XI/2012 yang menyatakan: “penjelasan 

berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat 

dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi 

memuat substansi yang sama  sekali bertentangan dengan 

norma yang dijelaskan”). Pengukuhan kawasan hutan 
sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 

harus diselenggarakan oleh Pemerintah. Dalam hal ini 
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Pemerintah Pusat menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah 

Presiden. Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan 

meliputi kawasan hutan negara dan kawasan hutan hak 

termsuk hutan adat di dalamnya. Pembentukan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) semestinya dilakukan setelah 

inventarisasi, pengukuhan dan penatagunaan hutan selesai. 

PP ini tidak boleh membenarkan pembentukan KPH 

dimana ketiga proses sebelumnya belum dilaksanakan. 

KPH tidak hanya meliputi hutan negara tetapi juga pada 

hutan hak dan hutan adat.  

 

3 Perubahan PP No. 44 

Tahun 2004 tidak 

hanya menjawab 

permasalahan masa 

depan tetapi juga harus 

mampu memberikan 

koreksi pada kesalahan 

regulasi, kelembagaan 

dan praktik di masa 

kini dan masa lalu 

Perubahan PP No. 44 Tahun 2004 tidak hanya menjawab 

permasalahan masa depan tetapi juga harus mampu 

memberikan koreksi pada kesalahan regulasi, kelembagaan 

dan praktik di masa kini dan masa lalu. Percepatan 

penetapan kawasan hutan yang dilakukan tanpa praktik dan 

regulasi yang memadai untuk perlindungan hak-hak 

masyarakat hukum adat dan hak pihak ketiga perlu dikaji-

ulang. Pengaturan tentang mekanisme dan kelembagaan 

penyelesaian konflik yang muncul akibat pengukuhan 

kawasan hutan harus tuntas dimuat dalam PP ini. 

Inventarisasi hutan sebagaimana kami jelaskan sebelumnya 

harus dituntaskan dalam periode waktu yang jelas dan setelah 

itudimungkinkan ada penyesuaian secara periodik. 

 

4 Perubahan PP ini perlu 

memandatkan 

Kementerian/Lembaga 

terkait seperti Badan 

Informasi dan 

Geospasial dan 

Kementerian Pertanian, 

bekerja sama 

menyediakan data 

 

Belajar dari pengalaman sulitnya menjalankan penatagunaan 

hutan, khususnya penetapan fungsi kawasan hutan 

berdasarkan skoring tanpa ketersediaan data yang memadai 

maka Perubahan PP ini perlu memandatkan 

Kementerian/Lembaga terkait seperti Badan Informasi dan 

Geospasial dan Kementerian Pertanian, bekerja sama 

menyediakan data dimaksud. 

4 Kawasan bergambut 

perlu dilindungi 

dengan menetapkannya 

sebagai kawasan hutan 

lindung. 

Kawasan bergambut di dalam kawasan hutan baik yang 

terdapat di hutan negara, hutan adat dan hutan hak lain perlu 

dilindungi dengan menetapkannya sebagai kawasan hutan 

lindung. 

   

5 Akses publik terhadap 

informasi terkait 

perencanaan 

kehutanan harus 

mendapat jaminan 

Akses publik terhadap informasi terkait perencanaan 

kehutanan harus mendapat jaminan dalam perubahan PP ini. 

Dengan demikian pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan 

No. P. 7/Menhut-II/2011 menjadi lebih kuat.  

 

 

6 PP ini perlu memuat 

aturan yang lebih rinci, 

terutama yang 

berkaitan dengan 

kewenangan 

dan tanggung jawab 

pemerintah daerah 

Untuk mengurangi kesenjangan penafsiran dari peraturan 

yang lebih rendah maka PP ini perlu memuat aturan yang 

lebih rinci, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dan 

tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan 

kewenangan dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah perlu 

disertai dengan pola pendanaan yangjelas dan cukup, 

pendampingan kegiatan dan peningkatan kapasitas. 
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7 Revisi PP ini perlu 

dilakukan dengan 

konsultasi publik yang 

lebih luas 

 

Untuk menghasilkan peraturan yang lebih baik dengan 

legitimasi yang lebih kuat  maka Kemenhut perlu 

menyelenggarakan konsultasi publik yang lebih luas. 

8 PP ini perlu memuat 

ketentuan penutup 

yang membatalkan 

ketentuan mengenai 

KPH yang ada di dalam 

berbagai aturan 

lainnya.  

PP ini perlu memuat ketentuan penutup yang membatalkan 

ketentuan mengenai KPH yang ada di dalam PP No. 6 Tahun 

2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008, mengenai perubahan fungsi 

kawasan hutan dalam PP No. 10 Tahun 2010 jo. PP No. 60 

Tahun 2012, mengenai penggunaan kawasan hutan dalam PP 

No. 24 Tahun 2010 jo. PP No. 61 Tahun 2012 serta ketentuan 

mengenai penerbitan sertifikat di kawasan hutan dalam PP 

No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 

 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 6 

L A M P I R A N  
 

 

 

 

 

Pandangan Epistema Institute, Perkumpulan HuMa, Forum Tata Ruang Sumatera dan 

Yayasan Auriga. 

 

 
RANCANGAN PERUBAHAN PP 44 TAHUN 2004 MASUKAN/KOMEN 

Menimbang:  

bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Bab IV Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Perencanaan Kehutanan. 

 

Mengingat:  

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah 

dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; 

Perlu ditambah dengan memasukkan UU 

No. 5 Tahun 1960 karena ada pasal 14-nya 

yang relevan. 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 

 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/32TAHUN2004UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2005/8TAHUN2005UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2005/3TAHUN2005PERPU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2005/3TAHUN2005PERPU.htm
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11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 

 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 

 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495). 

 

  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN 

 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Pemerintah iniyang dimaksud dengan:  

1. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan arah dan tujuan pengurusan 

hutan ke depan untuk memberikan pedoman guna menjamin tercapainya tujuan 

penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat yang 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, 

kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 

 

3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

 

4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas 

tanah. 

 

5. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah 

meliputi Hutan Rakyat dan Hutan Adat. 

Konsisten dengan Putusan MK 35/2012 

istilahnya adalah Hutan Hak Perorangan 

dan Hutan Hak Badan Hukum (bukan hutan 

rakyat) 

6. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah 

milik perorangan dan atau badan usaha. 

Sudah cukup dengan frasa: “tanah yang 

dibebani hak atas tanah”, karena hak atas 

tanah tidak hanya hak milik. 

7. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat 

yang ditetapkan Pemerintah sebagai Hutan Adat. 

Definisi ini tidak jelas: dimanakan hutan 

adat itu berada? Di dalam atau di luar 

kawasan hutan?  

Usul: “Hutan adat adalah hutan yang berada 

dalam wilayah masyarakat hukum adat di 

dalam maupun di luar kawasan hutan”. 

8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. 

Definisi dari hutan tetap sendiri perlu dibuat 

karena ini akan menjadi tolok ukur menilai 

mengapa suatu wilayah perlu dijadikan 

kawasan hutan. 

9. Pengurusan Hutan adalah kesatuan rangkaian perencanaan kehutanan, 

pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta 

penyuluhan kehutanan, dan pengawasan untuk memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari bagi kemakmuran rakyat. 

 

10. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan 

batas, pemetaan dan penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan 

kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. 

 

11. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah 

tertentu sebagai Kawasan Hutan. 

 

12. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas,  
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pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak 

pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan 

Berita Acara Tata Batas. 

13. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum 

mengenai status, batas dan luas suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan 

Tetap. 

 

14. Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka 

mentapkan fungsi dan penggunaan Kawasan Hutan. 

 

15. Pemetaan Kawasan Hutan adalah kegiatan pemetaan hasil Pengukuhan 

Kawasan Hutan sesuai dengan tahapannya. 

 

16. Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat Provinsi adalah seluruh hutan dalam 

wilayah Provinsi yang dikelola secara efisien dan lestari. 

 

17. Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota adalah seluruh hutan 

dalam wilayah kabupaten/kota yang dikelola secara efisien dan lestari. 

 

18. Unit Pengelolaan Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan terkecil sesuai 

fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 

 

19. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu 

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah 

topografi berupa punggung bukit atau gununga yang berfungsi menampung air 

yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkan nya ke danau atau 

laut secara alami. 

 

20. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil-hasil hutan. 

 

21. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan 

tanah. 

 

22. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai funsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistem. 

 

23. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 

Konsisten dengan definisi fungsi lain maka 

perlu menambahkan kata ‘kawasan’ 

sebelum kata hutan. 

24. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

Konsisten dengan definisi fungsi lain maka 

perlu menambahkan kata ‘kawasan’ 

sebelum kata hutan 

25. Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata 

berburu. 

 

26. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa 

yang berasal dari hutan. 

 

27. Hak-hak Pihak Ketiga atau Hak-hak Atas Lahan/Tanah adalah hak-hak yang 

dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau 

penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Usul: Hak Pihak Ketiga adalah hak-hak 

orang perorangan atau badan hukum untuk 

memiliki atau menguasai tanah berdasarkan 

hukum adat atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dengan definisi ini maka jelas bahwa hak 

pihak ketiga itu adalah hak atas tanah 

(istilah baku dalam hukum bukan hak atas 

lahan). Karena itu tidak perlu disebut ‘atau 

hak-hak atas lahan/tanah lagi. 

 

28. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan 

hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena 

kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. 

 

29. Wilayah Masyarakat Hukum Adat adalah tempat berlangsungnya hidup dan 

menyelenggarakan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang 

letak dan batasnya jelas serta dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. 

Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten. 

 

Usul: Wilayah Masyarakat Hukum Adat 

adalah tempat berlangsungnya hidup dan 
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menyelenggarakan kehidupan masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan yang letak 

dan batasnya jelas serta dikukuhkan oleh 

Pemerintah Daerah.  

 Perlu menambahkan tentang Hak Ulayat. 

Mengacu pada Permen Agraria 5/1999:  Hak 

ulayat atau disebut dengan nama lain adalah  

kewenangan yang menurut hukum adat 

dipunyai oleh masyarakat hukum adat 

tertentu atas 

wilayah tertentu yang merupakan 

lingkungan hidup para warganya untuk 

mengambil manfaat dari sumber daya alam, 

termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, 

bagi kelangsungan hidup dan 

kehidupannya, yang timbul dari hubungan 

secara lahirian dan batiniah turun menurun 

dan tidak terputus antara masyarakat hukum 

adat tersebut dengan wilayah yang 

bersangkutan.” 

 

30. Koordinat Geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi 

bujur dan lintang suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi 

tertentu. 

 

31. Koordinat Universal Tranverse Mercator (UTM) adalah suatu besaran dalam 

satuan meter untuk menyatakan letak atau posisi utara timur suatu titik di 

lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu. 

 

32. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

 

33. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. 

 

34. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang 

Kehutanan. 

 

 

 

35. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) adalah suatu informasi yang dapat 

menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan 

sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui 

kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu 

sebelumnya. 

 

 Perlu ditambahkan definisi inventarisasi 

hutan. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 2  

(1) Maksud perencanaan kehutanan adalah untuk memberikan pedoman dan arah 

bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, 

Pelaku Usaha, Lembaga Profesi, yang memuat kebijakan dan strategi pengurusan 

hutan untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Kehutanan. 

 

(2) Penyelenggaraan perencanaan kehutanan bertujuan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai manfaat 

fungsi hutan yang optimum dan lestari, dengan: 

a. Terjaminnya  kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas 

Kawasan Hutan. 

b. Terwujudnya fungsi-fungsi hutan untuk lindung, konservasi dan produksi;  

c. Terwujudya pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan Hutan dan sumber 

daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; 

d. Terbentuknya wilayah pengelolaan hutan untuk mewujudkan pengelolaan 
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hutan yang efisien dan lestari; 

e. Terwujudya rencana kehutanan paad seluruh Kawasan Hutan; 

f. Terwujudnya koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; baik antar 

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara 

Pusat dan Daerah serta antar pelaku pembangunan; dan 

g. Terwujudnya peran serta masyarakat dan para pihak yang optimal. 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 3  

Perencanaan Kehutanan dilaksanakan: 

a. secara menyeluruh pada seluruh Kawasan Hutan baik Hutan Negara, Hutan Adat 

maupun Hutan Hak; 

b. secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat; 

c. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan 

masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan 

berwawasan global; 

d. dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan 

tradisional; 

e. berdasarkan sistem, skala geografis, wilayah administrasi, fungsi pokok hutan, 

dan daerah aliran sungai. 

 

Pasal 4  

(1) Perencanaan Kehutanan meliputi kegiatan: 

a. Inventarisasi Hutan; 

b. Pengukuhan Kawasan Hutan; 

c. Penatagunaan Kawasan Hutan; 

d. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; 

e. Penyusunan Rencana Kehutanan. 

 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung Data dan Informasi 

Keruangan dan Numerik. 

Data dan informasi keruangan dan numerik 

ini perlu penjelasan.  

  

BAB II 

INVENTARISASI HUTAN 

 

Bagian Kesatu 

Maksud, Ruang Lingkup dan Tingkatan Inventarisasi Hutan 

 

Paragraf 1 

Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 5  

Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan 

untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang status dan kondisi 

sumber daya, potensi kekayaan sumber daya hutan, kondisi biofisik, kondisi sosial 

dan kondisi lingkungan hutan secara lengkap. 

 

Paragraf 2 

Ruang Lingkup dan Tingkatan 

 

Pasal 6  

(1) Inventarisasi Hutan dilakukan dengan survey terestris dan atau non-terestris 

mengenai status dan kondisi sumberdaya hutan, kondisi biofisik, potensi hutan 

dan hasil hutan, sumber daya manusia, kondisi sosial masyarakat dan 

lingkungannya di dalam dan di sekitar hutan. 

 

(2) Inventarisasi Hutan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf dilakukan: 

a. Inventarisasi Kehutanan tingkat Nasional; 

b. Inventarisasi Kehutanan tingkat Provinsi; 

c. Inventarisasi Kehutanan tingkat Kabupaten; 

d. Inventarisasi Kehutanan tingkat Daerah Aliran Sungai; dan 

e. Inventarisasi Kehutanan tingkat Unit Pengelolaan. 

 

(3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 

a. Tingkat Nasional mempunyai cakupan areal hutan di seluruh Indonesia; 

b. Tingkat Provinsi mempunyai cakupan areal hutan di wilayah provinsi; 

c. Tingkat Kabupaten mempunyai cakupan areal hutan di wilayah kabupaten; 

d. Tingkat Daerah Aliran Sungai mempunyai cakupan areal hutan pada Daerah 
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Aliran Sungai yang meliputi beberapa kabupaten/kota; 

e. Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai cakupan areal hutan pada Unit 

Pengelolaan Hutan. 

 

(4) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan 

terhadap Hutan Negara, Hutan Hak dan Hutan Adat dan Kawasan Hutan. 

Agar konsisten dengan Pasal 3 huruf a, 

diusulkan rumusan ayat ini menjadi: 

Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan 

terhadap Hutan Negara, Hutan Hak dan 

Hutan Adat. 

(5) Hasil Inventarisasi Hutan dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Neraca 

Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Peta yang digunakan untuk Pengukuhan 

Kawasan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan. 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Inventarisasi Hutan 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 7  

(1) Menteri menetapkan Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan sebagai acuan 

penyusunan Pedoman Inventarisasi Hutan. 

 

(2) Pedoman Inventarisasi Hutan memuat jenis data dan informasi, rencana dan tata 

cara survai, pengolahan, penyajian dan pengembangan data dan informasi. 

 

Paragraf 2 

Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional 

 

Pasal 8  

(1) Menteri menetapkan Pedoman Inventarisasi Hutan tingkat Nasional berdasarkan 

Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan yang ditetapkan Menteri, sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 7 ayat (1). 

Usul: 

Ada lembaga teknis lintas sektor untuk 

melakukan inventarisasi ini karena 

dibutuhkan ragam keahlian. 

 

Menteri (kehutanan) berwenang dan 

bertanggung jawab dalam melakukan 

inventarisasi ini. Namun dalam 

pelaksanaannya perlubekerja sama dengan 

Kementerian/lembaga negara lain. 

(2) Menteri menyelenggarakan Inventarisasi Hutan tingkat Nasional dilakukan 

dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah Indonesia untuk 

memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. 

 

(3) Inventarisasi tingkat nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 

(lima) tahun. 

 

(4) Hasil Inventarisasi disusun dan ditetapkan dalam Neraca Sumber Daya Hutan 

(NSDH) Nasional. 

 

Paragraf 3 

Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi 

 

Pasal 9  

Gubernur menetapkan Pedoman Inventarisasi Hutan tingkat Provinsi mengacu 

terhadap Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan yang ditetapkan Menteri, 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan Pedoman Inventarisasi Hutan 

Nasional yang ditetapkan Menteri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1). 

Kelembagaan untuk melakukan inventarisasi 

tidak hanya yang mengurus kehutanan saja, 

tetapi juga harus melibatkan sektor lain 

seperti pertanahan, kemasyarakatan, dll 

Pasal 10  

(1) Gubernur menyelenggarakan Inventarisasi Hutan tingkat Provinsi dengan 

mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan sebagaimana 

dimaksud Pasal 9. 

 

(2) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan diseluruh 
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wilayah provinsi untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 5. 

(3) Inventarisasi Hutan tingkat Provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 5 (lima) tahun.  

 

(4) Hasil Inventarisasi Hutan tingkat Provinsi disusun dan ditetapkan dalam Neraca 

Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi. 

 

Paragraf 4 

Inventarisasi Hutan Tingkat Kabupaten 

 

Pasal 11  

(1) Bupati/Walikota menetapkan Pedoman Inventarisasi Hutan tingkat 

Kabupaten/Kota dengan mengacu terhadap Kriteria dan Standar Inventarisasi 

Hutan yang ditetapkan Menteri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan 

Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Provinsi sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 9 

Kelembagaan untuk melakukan inventarisasi 

tidak hanya yang mengurus kehutanan saja, 

tetapi juga harus melibatkan sektor lain 

seperti pertanahan, kemasyarakatan, dll. 

(2) Bupati/Walikota menyelenggarakan Inventarisasi Hutan tingkat Kabupaten/Kota 

dengan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 9. 

 

(3) Inventarisasi Hutan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 5 (lima) tahun. 

 

(4) Hasil Inventarisasi Hutan tingkat Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan dalam 

Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kabupaten. 

 

Paragraf 5 

Inventarisasi Hutan Tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS) 

 

Pasal 12  

(1) Inventarisasi Hutan tingkat DAS diatur: Kelembagaan untuk melakukan inventarisasi 

tidak hanya yang mengurus kehutanan saja, 

tetapi juga harus melibatkan sektor lain 

seperti pertanahan, kemasyarakatan, dll. 

a. Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas provinsi diselenggarakan oleh 

Menteri. 

 

b. Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota diselenggarakan 

oleh Gubernur. 

 

c. Untuk DAS yang wilayahnya di dalam kabupaten/kota diselenggarakan oleh 

Bupati/Walikota. 

 

(2) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Menteri, sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 8 ayat (1). 

 

(3) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Inventarisasi Hutan Provinsi 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 9. 

 

(4) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Inventarisasi Hutan Kabupaten 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1). 

 

(5) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

 

Paragraf 6 

Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan 

 

Pasal 13  

(1) Kepala Unit Pengelolaan Hutan menetapkan Pedoman Inventarisasi Hutan tingkat 

Unit Pengelolaan Hutan dengan mengacu terhadap Kriteria dan Standar 

Inventarisasi Hutan yang ditetapkan Menteri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 

ayat (1) dan Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1). 

Kelembagaan untuk melakukan inventarisasi 

tidak hanya yang mengurus kehutanan saja, 

tetapi juga harus melibatkan sektor lain 

seperti pertanahan, kemasyarakatan, dll 

(2) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan Tata 

Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan hutan 

yang bersangkutan. 

 

(3) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh pengelola dengan mengacu pada Pedoman 
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Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 11 ayat (1). 

(4) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 5 (lima) tahun. 

 

(5) Inventarisasi Hutan untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan pada blok 

operasional dilaksanakan setiap tahun. 

 

 

Pasal 14  

(1) Inventarisasi Hutan untuk Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi, 

Perlindungan dan Konservasi Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan 

dilaksanakan oleh Pemegang Hak dengan mengacu pada Pedoman Inventarisasi 

tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1). 

 

(2) Tata cara Inventarisasi Hutan untuk Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi dan 

Reklamasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

 

 

  

BAB III 

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN 

 

Bagian Kesatu 

Maksud dan Ruang Lingkup 

 

Pasal 15  

Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b 

diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, 

fungsi, letak, batas dan luas Kawasan Hutan guna menjamin keberlangsungan dan 

keberlanjutan pengelolaan hutan. 

Pasal 15 ini diubah seluruhnya: 

 

Ayat (1) mengganti frasa“...diselenggarakan 

oleh Menteri...” menjadi “diselenggarakan 

oleh Pemerintah...” 

(lihat Pasal 14 UU 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan yang menyatakan “...Pemerintah 

menyelenggarakan pengukuhan kawasan 

hutan...”) 

 

Ayat (2) Pelaksanaan pengukuhan kawasan 

hutan dilakukan oleh Kementerian yang 

kewenangan dan tugasnya meliputi tapi 

tidak terbatas pada urusan kehutanan, urusan 

pertanahan, urusan pemetaan dan urusan 

kepemerintahan 

 

 

 

Pasal 16  

(1) Berdasarkan Hasil Inventarisasi Hutan dan atau Neraca Sumber Daya Hutan, 

Menteri menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan dengan memperhatikan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Masyarakat. 

Dengan cara bagaimana hal ini dilakukan? 

(2) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 

Hutan Negara, Hutan Adat dan Hutan Hak. 

 

(3) Menteri menetapkan Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai 

acuan penyusunan Pedoman Pengukuhan Kawasan Hutan. 

Kriteria dan standar sebaiknya diatur di 

dalam PP ini 

Bagian Kedua 

Pengukuhan Kawasan Hutan pada Hutan Negara 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 17  

(1) Pengukuhan Kawasan Hutan atas Hutan Negara dilakukan melalui tahapan 

proses: 

 

a. Penunjukan Kawasan Hutan;  

b. Penataan Batas Kawasan Hutan;  
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c. Pemetaan Kawasan Hutan;  

d. Penetapan Kawasan Hutan.  

(2) Menteri menetapkan Pedoman Pengukuhan Kawasan Hutan pada Hutan Negara 

yang memuat penyelenggaraan tahapan proses Pengukuhan Kawasan Hutan 

sebagaimana ayat (1) berdasarkan Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan 

Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3). 

 

Paragraf 2 

Penunjukan Kawasan Hutan 

 

Pasal 18  

(1) Penunjukan Kawasan Hutan pada Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu 

menjadi Kawasan Hutan. 

 

(2) Penunjukan Kawasan Hutan pada Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 17 ayat (2). 

 

Pasal 19  

(1) Penunjukan Kawasan Hutan meliputi: 

a. Wilayah Provinsi, dan 

b. Wilayah Tertentu secara Parsial. 

 

(2) Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi dan atau Tertentu secara Parsial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. 

 

(3) Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

(RTRWP) dan perubahannya dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP. 

 

(4) Penunjukan Wilayah Tertentu secara Parsial menjadi Kawasan Hutan 

sebagaimana ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat: 

a. Usulan atau Rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota;  

b. Secara teknis dapat dijadikan hutan. 

Ditambahkan kata ‘dan’ sehingga kedua 

syarat bersifat kumulatif. 

(5) Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Peta 

Penunjukan Kawasan Hutan. 

 

Paragraf 3 

Penataan Batas Kawasan Hutan 

 

Pasal 20  

(1) Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) 

huruf b dilakukan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan, sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19. 

 

(2) Tahapan Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mencakup kegiatan: 

a. Pemancangan Batas Sementara; 

b. Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara; 

c. Inventarisasi dan Penyelesaian Hak-hak Pihak Ketiga; 

d. Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas Definitif; 

e. Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata 

Batas. 

Sebelum pemancangan batas sementar 

ditambahkan:  

Sosialisasi.  

Pemancangan batas sementara 

inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian 

hak ulayat dan hak pihak ketiga  

ketentuan baru 

..... 

 

 

Pasal 21 . 

(1) Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 

20 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. 

 

(2) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 

oleh Menteri. 

 

(3) Unsur Keanggotaan, Tugas dan Fungsi, Prosedur dan Tata Kerja Panitia Tata 

Batas Kawasan Hutan diatur dengan Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011, Pasal yang mendelegasikan lebih 

lanjut dalam peraturan perundang undangan 

yang lebih rendah adalah cacat formil.  

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 



 

 15 

PP ini harus menentukan keanggotaan 

(minimal) yang harus ada di dalam Panitia 

Tata Batas. Perwakilan masyarakat harus 

ada, tidak terbatas pada kepala desa/nama 

lain  

 

Usul ketentuan soal Panitia tata batas: 

Panitia tata batas sediktinya terdiri dari 

unsur lembaga yang mengurus kehutanan, 

pemerintahan, pertanahan, perpetaan, 

kesejahteraan masyarakat 

Dalam pelaksanaannya Panitia Tata Batas 

dapat membentuk tim yang membantunya 

bekerja 

  

 

(4) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mempunyai tugas: 

a. menilai dan menetapkan Rencana Trayek Batas; 

b. menilai dan menetapkan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Hak-hak Pihak 

Ketiga; 

c. menilai dan menetapkan Peta Kerja Tata Batas;  

d. menilai dan menetapkan Peta Hasil Tata Batas.  

e. menandatangani Berita Acara dan Peta Hasil Tata Batas.  

Huruf b diubah menjadi: 

Menilai dan menetapkan hasil inventarisasi, 

identifikasi hak ulayat dan hak pihak ketiga.  

(5) Hasil Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata 

Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan 

Hutan. 

 

(6) Hasil Penataan Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri. 

 

 

 

 

Paragraf 4 

Pemetaan Kawasan Hutan 

 

Pasal 22  

(1) Pemetaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c 

dilakukan dalam rangka kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan. 

 

(2) Pemetaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 

setiap tahapan: 

a. Penunjukan Kawasan Hutan; 

b. Rencana Trayek Batas; 

c. Pemancangan Patok Batas Sementara; 

d. Penataan Batas Kawasan Hutan; 

e. Penetapan Kawasan Hutan. 

Usul: Pemetaan tersebut dijelaskan dalam 

bentuk produk hukumnya seperti apa. 

Apakah dalam bentuk peta penunjukan, peta 

trayek batas, peta penataan batas, peta 

penetapan kawasan hutan terpisah, atau 

dalam bentuk peta kawasan hutan secara 

menyeluruh dengan penjelasan tentang 

tahapan pengukuhannya. 

 

Paragraf 5 

Penetapan Kawasan Hutan 

 

Pasal 23  

(1) Penetapkan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf 

d dilakukan oleh Menteri berdasarkan: 

a. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan 

yang telah Temu Gelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (6); 

b. Batas-batas lain yang sah dan telah ditetapkan. 

Huruf b perlu dijelakan apa yang dimaksud 

batas-batas lain dan siapa yang menetapkan. 

(2) Dalam hal Penataan Batas Kawasan Hutan Temu Gelang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tetapi masih terdapat Hak-hak Pihak Ketiga yang belum 

diselesaikan, maka Kawasan Hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan 

memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia 

Usul, ketentuan ini dihapus. 

Pasal ini memungkinkan konsekuensi 

hukum pidana terhadap yang 

mempertahankan pasal pidana. Lagipula 
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Tata Batas Kawasan Hutan yang bersangkutan. kalau untuk kemudian mundur lagi 

diselesaikan oleh Panitia Tata Batas untuk 

apa ditetapkan? 

 

Tindakan sepihak pemerintah cukup berhenti 

sampai di Berita Acara Tata Batas (BATB). 

Menteri seharusnya hanya menetapkan 

kawasan hutan yang sudah selesai tata 

batasnya (disetujui oleh semua yang 

memiliki hak di dalamnya). Kecuali jika 

sebelumnya tidak diketahui. 

(3) Hasil Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka 

untuk diketahui masyarakat. 

 

Paragraf 6 

Penyelesaian Hak-hak Pihak Ketiga dan Masyarakat Hukum Adat 

Usul: 

Paragraf 6 

Penyelesaian Hak Ulayat dan Hak Pihak 

Ketiga  

Pasal 24  

(1) Pemerintah melakukan penyelesaian Hak-hak Pihak Ketiga dan wilayah 

Masyarakat Adat yang berada: 

a. di sepanjang Trayek Batas, dikeluarkan dari Trayek Batas; dan 

b. di dalam Kawasan Hutan (enclave), dikeluarkan dari Kawasan Hutan Negara 

yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri. 

Seluruh Ayat ini diganti menjadi: 

 

Penyelesaian hak ulayat dan hak pihak 

ketiga dilakukan pada hutan negara yang 

masih berfungsi hutan dan tidak lagi 

berfungsi hutan 

Penyelesaian hak ulayat dan hak pihak 

ketiga pada hutan negara yang tidak lagi 

berfungsi hutan dikeluarkan dari kawasan 

hutan 

Penyelesaian hak ulayat dan hak pihak 

ketiga pada kawasan hutan yang masih 

berfungsi sebagai hutan dikeluarkan dari 

hutan negara dan ditetapkan sebagai hutan 

hak dan hutan adat 

Standar pengukuran berfungsi hutan dan 

tidak lagi berfungsi hutan mengikuti standar 

penetapan fungsi kawasan hutan yang diatur 

dalam bagian lain PP ini 

 

  

 

(2) Penyelesaian Hak-hak Pihak Ketiga dan wilayah Masyarakat Adat sebagaimana 

ayat (1) harus didasarkan atas Bukti-bukti Hak-hak Pihak Ketiga dan Peraturan 

Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

Sebaiknya dipisah menjadi 3 ayat: 

 

Ayat 2: Penyelesaian Hak Ulayat didasarkan 

atas bukti keberadaan masyarakat hukum 

adat yang diakui oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Ayat 3: Penyelesaian Hak  Pihak ketiga 

didasarkan atas bukti-bukti hak yang diakui 

oleh hukum adat atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Ayat 4: Bukti-bukti hak yang diakui oleh 

hukum adat sebagaimana disebutkan pada 

ayat (3) berlaku untuk hak-hak orang 

perorangan.  

 

 

(3) Penyelesaian Hak-hak Pihak Ketiga dan wilayah Masyarakat Adat sebagaimana 

ayat (1) dilakukan pada Tahapan Penataan Batas dan atau Penetapan Kawasan 

Hutan dalam Pengukuhan Kawasan Hutan. 

Usul: 

Penyelesaian Hak Ulayat dan Hak Pihak 

Ketiga sebagaimana disebutkan pada ayat 

(1) dilakukan pada tahapan Penataan Batas 
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dan atau Penetapan Kawasan Hutan dalam 

Pengukuhan Kawasan Hutan. 

 

 

Pasal 25 

Hak-Hak Pihak Ketiga 

 

(1) Bukti-bukti Hak-hak Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dapat 

berbentuk: 

a. Bukti Hak Tertulis; atau 

b. Bukti Hak Tidak Tertulis. 

 

(2) Bukti Hak Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjukkan 

dengan adanya bukti perolehan hak sebelum Penunjukan Kawasan Hutan, berupa: 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan; 

d. Hak Pakai; dan 

e. Hak Pengelolaan. 

 

(3) Selain Bukti-bukti Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula berupa 

Bukti Tertulis Lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang 

Pertanahan. 

 

(4) Bukti-bukti Hak Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

disertai klarifikasi dari Instansi yang membidangi urusan Pertanahan sesuai 

dengan kewenangannya. 

 

(5) Bukti Hak Tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 

ditunjukkan dengan memperhatikan keberadaan secara aspek sosio, histori, 

budaya dan teknis. 

Rumusan normanya tidak jelas. 

Usul: 

Bukti hak tidak tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjukkan 

dengan memperhatikan pengakuan hak oleh 

hukum adat setempat, aspek historis 

penguasaan tanah, dan itikad baik dari 

pemegang hak. 

(Rumusan ini menyesuaikan dengan Pasal 

24 PP 24/1997). 

 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak-hak Pihak Ketiga diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

 

Pasal 26 

Wilayah Masyarakat Hukum Adat 

 

(1) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

Pasal ini akan problematik jika RUU 

PPHMHA tidak mensyaratkan Perda. Juga 

perlu diantisipasi Permendagri 52/2014.  

 

Usul: 

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat 

ditetapkan oleh pemerintah daerah 

 

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Letak dan Batas 

Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dinyatakan secara jelas dalam Peta 

Wilayah Masyarakat Hukum Adat. 

 

(3) Dalam hal sebagian atau seluruh Wilayah Masyarakat Hukum Adat berada dalam 

Kawasan Hutan Negara, dikeluarkan dari Kawasan Hutan Negara. 

Usul: Ditambahkan satu ayat: 

“Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang 

berfungsi sebagai hutan ditetapkan sebagai 

Hutan Adat” 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengeluarkan Wilayah Masyarakat 

Hukum Adat dari Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undang-undang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 
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perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP. 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Pasal 27 

Integrasi Kawasan Hutan dalam Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

Usul: Perlu penjelasan substantif bahwa 

integrasi kawasan hutan dengan pola ruang 

dilakukan dengan cara apa. Sebaiknya 

dikaitkan dengan bagaimana tataguna hutan 

yang ada dalam Pasal 32 PP ini dengan 

fungsi-fungsi ruang makro yang berlaku 

dalam UU 26/2007. Sehingga juga 

menjawab Pasal 33 ayat (5) UU 26/2007. 

 

Perlu dipikirkan konsekuensi dan bentuk 

hukumnya seperti apa, mengingat dasar 

hukum keduanya berbeda. Apakah Peraturan 

Menteri dapat mengatur revisi terhadap 

Perda yang mengatur tata ruang? 

(1) Kawasan Hutan wilayah provinsi dan wilayah tertentu secara parsial yang telah 

ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan diintegrasikan dalam Pola Ruang 

pada Rencana Tata Ruang Wilayah. 

 

(2) Integrasi Kawasan Hutan dalam Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah. 

 

(3) Integrasi Kawasan Hutan dalam Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Pasal 28 

Perubahan Kawasan Hutan pada Hutan Negara 

Usul: 

 

 Perubahan peruntukan dibatasi norma 

kecukupan luas wilayah kawasan hutan. 

(1) Kawasan Hutan Wilayah Provinsi dan Wilayah Tertentu secara Parsial yang telah 

ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, apabila mengalami perubahan 

peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan sejalan dengan proses Revisi Tata Ruang 

Wilayah (RTRW), maka terhadap Kawasan Hutan dimaksud, dilakukan 

Perubahan dengan Keputusan Menteri. 

 

(2) Perubahan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah tersendiri. 

 

Perlu diatur pasal tersendiri yang mengatur 

mengenai Perubahan kawasan hutan pada 

Hutan Negara 
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Bagian Ketiga 

Pengukuhan Kawasan Hutan pada Hutan Hak dan Hutan Adat 

Apa hubungannya antara hutan hak dan 

hutan adat dengan rencana tata ruang? 

Pasal 29  

(1) Pengukuhan Kawasan Hutan Hak dan Hutan Adat dimaksudkan untuk 

memaksimalkan pelayanan Pemerintah dalam menjamin kepastian usaha dan 

kelestarian kelola masyarakat pada Lahan Masyarakat dan Masyarakat Hukum 

Adat pada Lahan Masyarakat Hukum Adat. 

 

(2) Pemerintah Daerah menetapkan Pedoman Pengukuhan Kawasan Hutan atas 

Hutan Hak dan Hutan Adat berdasarkan standar dan kriteria sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 16 ayat (3). 

Diserahkannya penyusunan pedomannya 

kepada Pemerintah Daerah ini apakah 

sebagai antisipasi keberagaman pengelolaan 

hutan hak dan hutan adat atau malah 

membuat proses pengukuhan Kawasan 

Hutan hutan hak dan hutan adat tersendat 

pelaksanannya karena kurangnya kapasitas 

pemerintah Daerah? 

 

(3) Pedoman Pengukuhan Kawasan Hutan atas Hutan Hak dan Hutan Adat memuat 

jenis dan tipologi hutan, tata cara pengukuhan dan perubahan Kawasan Hutan 

pada Hutan Hak dan Hutan Adat. 

 

(4) Pengukuhan Kawasan Hutan atas Hutan Hak dan Hutan Adat melalui tahapan 

proses: 

a. Pendaftaran; 

b. Penetapan. 

 

(5) Pengukuhan Kawasan Hutan atas Hutan Hak dan Hutan Adat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Ketentuan ini harus diganti karena tidak 

sesuai dengan aturan UU Kehutanan yang 

menyatakan pengukuhan kawasan hutan 

diselenggarakan oleh Pemerintah (Pusat).  

 

Pemerintah bertanggung jawab melakukan 

pengukuhan kawasan hutan adat dan hutan 

hak, dengan mengikuti standar pengukuhan 

kawasan hutan negara dan pelaksanaannya 

dapat dikerjakan berbarengan.  

 

(6) Pendaftaran Hutan Hak dan Hutan Adat menjadi Kawasan Hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Pemegang Hak kepada Pemerintah 

Daerah. 

Ayat ini diganti: 

Pendaftaran hutan hak dan hutan adat 

dilakukan oleh pemerintah daerah dan 

hasilnya dilaporkan kepada Menteri 

(7) Penetapan Hutan Hak dan Hutan Adat menjadi Kawasan Hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai Hutan Rakyat melalui 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Ayat ini diganti: 

Penetapan hutan hak atau hutan adat 

dilakukan oleh Menteri 

(8) Perubahan Peruntukan Hutan Rakyat atas Hutan Hak dan Hutan Adat 

dilaksanakan sesuai perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Catatan kritis: 

Pengukuhan kawasan atas hutan adat yang 

melalui pendaftaran bagaimana prosesnya? 

Tidak ada 

Revisi tata ruang hanya bias dilakukan 5 

tahun sekali. Lalu bagaimana jika hutan adat 

sudah didaftar dan atau ditetapkan? Apakah 

menunggu perubagan tata ruang? 

Ayat ini sebaiknya diganti atau dihilangkan 

 

  

BAB IV 

PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN 

Lihat usulan Pasal 27. 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 30  
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(1) Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf 

c diselenggarakan oleh Menteri berdasarkan hasil Pengukuhan Kawasan Hutan 

sebagaimana dimaksud pada BAB III.  

Usul. Perlu penjelasan bagaimana 

penatagunaan ini dilaksanakan, apakah 

berbarengan dengan pengukuhan atau 

setelah penetapan selesai. Harus ada batasan 

waktu penyelesaian tata guna, agar revisi 

RTRWP tidak terkatung-katung. 

(2) Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

pada: 

a. Hutan Negara; 

b. Hutan Hak dan Hutan Adat. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua 

Penatagunaan Kawasan Hutan pada Hutan Negara 

 

Pasal 31  

Penatagunaan Kawasan Hutan pada Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 

30 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. Penetapan Fungsi Kawasan Hutan; 

b. Penetapan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 

 

Pasal 32 

Penetapan Fungsi Kawasan Hutan 

Perlu diatur soal kawasan bergambut sebagai 

kawasan hutan 

(1) Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a terdiri dari: 

a. Hutan Konservasi; yang terdiri dari: 

1. Hutan Suaka Alam, yang terdiri dari: 

(a) Cagar Alam; dan 

(b) Suaka Margasatwa; 

2. Hutan Pelestarian Alam, yang terdiri dari: 

(a) Taman Nasional; 

(b) Taman Hutan Raya; dan 

(c) Taman Wisata Alam; 

b. Taman Buru; 

c. Hutan Lindung; 

d. Hutan Produksi; yang terdiri dari:  

1. Hutan Produksi Terbatas; 

2. Hutan Produksi Biasa; 

3. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. 

 

 

(2) Kriteria penetapan Fungsi Hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Pemerintah 

tersendiri. 

 

(3) Kriteria penetapan Fungsi Taman Buru, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diatur sebagai 

berikut: 

 

a. Kriteria Taman Buru adalah areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup 

dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau Kawasan yang terdapat 

satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan 

secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian 

satwa; 

 

b. Kriteria Hutan Lindung dengan memenuhi salah satu: 

1. Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan 

intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka 

penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 (seratus tujuh puluh 

lima) atau lebih; 

2. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh 

per seratus) atau lebih; 

3. Kawasan Hutan yang berada pada ketinggian 2.000 (dua ribu) meter atau 

lebih diatas permukaan laut; 

Apakah sudah tersedia data sesuai dengan 

UU Geospasial? 
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4. Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi 

dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas per seratus); 

5. Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air; 

6. Kawasan Hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai; 

c. Kriteria Hutan Produksi  

1. Hutan Produksi Terbatas: 

Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan 

intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka 

penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 – 174 (seratus dua puluh 

lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), diluar Kawasan 

Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; 

Apakah sudah tersedia data sesuai dengan 

UU Geospasial? 

2. Hutan Produksi Tetap: 

Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan 

intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka 

penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125 (seratus dua puluh 

lima), diluar Kawasan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Pelestarian 

Alam, dan Taman Buru; 

Apakah sudah tersedia data sesuai dengan 

UU Geospasial? 

3. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi: 

(a) Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan 

intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan angka penimbang 

mempunyai jumlah nilai 124 (seratus dua puluh empat) atau kurang, 

diluar Hutan Suaka Alam dam Hutan Pelestarian Alam; 

(b) Kawasan Hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan 

bagi pengembangan Transmigrasi, Permukiman, Pertanian, dan 

Perkebunan. 

Hutan produksi tetap <125, dan hutan 

produksi konversi <124; perbedaannya 

hanya satu point. Perlu ada perbaikan pada 

scoring ini sehingga kawasan hutan tidak 

gampang berubahn fungsi dan bahkan 

menjadi bukan kawasan hutan 

 

Apakah sudah tersedia data sesuai dengan 

UU Geospasial? 

 

Perlu dibuatkan mekanisme yang transparan 

dan partisipatif dalam proses pencadangan 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar Taman Buru, Hutan 

Lindung, dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh 

Menteri. 

 

(5) Menteri menetapkan Fungsi Kawasan Hutan berdasarkan kriteria sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

 

Pasal 33 

Penetapan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 

 

(1) Pemanfaatan dan Pengunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 

31 huruf b ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5).  

Proses pencadangan wilayah kawasan hutan 

yang akan dialokasikan untuk pemanfaatan 

dan penggunaan kawasan hutan sebaiknya 

diatur di dalam PP ini. Sehingga bisa 

dikendalikan dengan baik, karena tidak 

semua pemanfaatan dan penggunaan 

kawasan hutan akan mengembalikan 

kawasan hutan ke fungsi semula. Ini juga 

menjadi pengendalian pada proses perijinan 

yang dikeluarkan untuk 

pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan 

untuk kepentingan non kehutanan. 

 

 

(2) Pemanfaatan Kawasan Hutan dilakukan pada seluruh Fungsi Kawasan Hutan 

dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan secara biofisik, ekonomi, sosial 

masyarakat, daya dukung lahan dan lingkungan pada bentang alam, DAS dan 

atau pulau. 

 

(3) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur 

dalam pengelolaan hutan dapat dilakukan secara terbatas pada setiap fungsi 

hutan. 

 

(4) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepetingan pembangunan di luar kegiatan 

kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan 

Kawasan Hutan Lindung. 
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(5) Pengunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dalam 

pengelolaan hutan dan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah 

tersendiri. 

 

Bagian Ketiga 

Penatagunaan Kawasan Hutan pada Hutan Hak dan Hutan Adat 

Usul: Perlu norma pembatas bagi 

pelaksanaan penatagunaan di hutan hak dan 

hutan adat. Misalnya prinsip FPIC dan 

penjabaran Pasal 69 UU 41/1999 tentang 

ganti rugi atau kompensasi jika 

penatagunaan tersebut menyebabkan hak 

masyarakat terganggu. 

 

Tidak langsung diserahkan kepada peraturan 

Menteri. 

Pasal 34  

(1) Penatagunaan Kawasan Hutan pada Hutan Hak dan Hutan Adat sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penetapan Pola 

Ruang Hutan Rakyat pada Rencana Tata Ruang. 

Penatagunaan kawasan hutan pada hutan hak 

dan hutan adat tidak sepenuhnya 

dilaksanakan melalui pola-pola tata ruang.  

(2) Penatagunaan Kawasan Hutan pada Hutan Hak dan Hutan Adat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

 

(3) Penatagunaan Kawasan Hutan pada Hutan Hak dan Hutan Adat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

  

BAB V 

PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN 

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan ini  

sudah diatur di dalam PP 6/2007 jo to PP 

3/2008 

 

Dilihat dari materi muatan dan logika di 

dalam UU kehutanan, maka sebaiknya 

aturan soal wilayah pengelolaan hutan yang 

diatur di dalam PP 6/2007 Jo to PP 3/2008 

dicabut 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 35  

(1) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 

ayat (1) huruf d bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan 

lestari. 

 

(2) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan pada: 

a. Kawasan Hutan Negara; 

b. Hutan Hak dan Hutan Adat. 

 

(3) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Apakah sudah disesuaikan dengan UU 
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dilaksanakan untuk tingkat: 

a. Provinsi; 

b. Kabupaten/Kota; 

c. Unit Pengelolaan. 

Otonomi Daerah? 

Pasal 36  

(1) Wilayah Pengelolaan Hutan tingkat Provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-

wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota dan Unit-unit Pengelolaan 

Hutan pada Hutan Negara, Hutan Hak dan Hutan Adat lintas kabupaten/kota 

dalam provinsi. 

 

(2) Wilayah Pengelolaan Hutan tingkat Kabupaten/Kota terbentuk dari himpunan 

Unit-unit Pengelolaan Hutan pada Hutan Negara, Hutan Hak dan Hutan Adat di 

wilayah kabupaten/kota. 

 

Bagian Kedua 

Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan 

 

Pasal 37  

(1) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf c 

dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

(2) Unit Pengelolaan Hutan pada Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 

a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi pada Hutan Konservasi (KPHK); 

b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Hutan Lindung (KPHL); 

c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Hutan Produksi (KPHP). 

 

(3) Unit Pengelolaan Hutan Hak dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari : 

a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Lindung; 

b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Budidaya. 

 

(4) Unit Pengelolaan Hutan Hak dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat digabung dengan Unit Pengelolaan pada Hutan Negara, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga 

Prosedur Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan 

 

Pasal 38  

(1) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 

diselenggarakan melalui kegiatan: 

a. Penetapan Rancang Bangun Unit Pengelolaan; 

b. Penetapan Arahan Pencadangan; 

c. Penetapan Unit Pengelolaan Hutan. 

 

(2) Tata cara Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.  

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 
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Paragraf 1 

Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan pada Hutan Negara 

 

Pasal 39 

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi pada Hutan Konservasi 

 

(1) Menteri menetapkan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Konservasi 

berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

(2) Menteri menetapkan Arahan Pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Konservasi 

berdasarkan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Konservasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Menteri menetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi pada Hutan 

Konservasi (KHPK) berdasarkan Arahan Pencadangan Unit Pengelolaan Hutan 

Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal 40 

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Hutan Lindung dan  

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Hutan Produksi 

 

(1) Gubernur dengan pertimbangan Bupati/walikota menyusun Rancang Bangun Unit 

Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi berdasarkan 

kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

(2) Menteri menetapkan Arahan Pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan 

Unit Pengelolaan Hutan Produksi berdasarkan Rancang Bangun Unit Pengelolaan 

Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang disusun oleh 

Gubernur  sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Gubernur membentuk Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan 

Hutan Produksi berdasarkan Arahan Pencadangan Unit Pengelolaan Hutan 

Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2). 

 

(4) Menteri menetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Hutan Lindung 

(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Hutan Produksi (KPHP) 

atas hasil pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan 

Hutan Produksi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Pasal 41  

Dalam hal terdapat Hutan Konservasi dan atau Hutan Lindung dan atau Hutan 

Produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi satu Unit Pengelolaan Hutan 

berdasarkan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1), maka 

pengelolaannya disatukan dengan Unit Pengelolaan Hutan yang terdekat tanpa 

mengubah fungsi pokoknya. 

 

 

 

 

 

Paragraf 2 

Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan pada Hutan Hak dan Hutan Adat 

Bagaimana dengan posisi hutan yang ada di 

dalam UU Desa (misalnya soal Hutan Milik 

Desa?) 

Pasal 42 

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Lindung dan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Budidaya 

Dalam proses ini, Pemerintah Daerah perlu 

didampingi dengan peningkatan kapasitas 

dan pendanaan yang cukup 

(1) Bupati/Walikota menyusun Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Rakyat 

pada Kawasan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan 

Budidaya atas Hutan Hak dan atau Hutan Adat pada wilayahnya berdasarkan 

kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

(2) Gubernur menyusun Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada 

Kawasan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Budidaya 

atas Hutan Hak dan atau Hutan Adat pada wilayah lintas kabupaten/kota 

berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

(3) Bupati/Walikota menetapkan Arahan Pencadangan Unit Pengelolaan Hutan 

Rakyat pada Kawasan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada 

Kawasan Budidaya atas Hutan Hak dan atau Hutan Adat pada wilayahnya 

berdasarkan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan 

Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Budidaya 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Gubernur menetapkan Arahan Pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada 

Kawasan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Budidaya 

atas Hutan Hak dan atau Hutan Adat pada wilayah lintas kabupaten/kota 

berdasarkan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan 

Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Budidaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

(5) Bupati/Walikota menetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan 

Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Budidaya atas 

Hutan Hak dan atau Hutan Adat pada wilayahnya berdasarkan Arahan 

Pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Lindung dan Unit 

Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 

 

(6) Gubernur menetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan 

Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Budidaya atas 

Hutan Hak dan atau Hutan Adat pada wilayah lintas kabupaten/kota berdasarkan 

Arahan Pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Lindung dan 

Unit Pengelolaan Hutan Rakyat pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4). 

 

Paragraf 3 

Penggabungan Unit Pengelolaan Hutan pada Hutan Hak dan Hutan Adat 

dengan  Unit Pengelolaan Hutan pada Hutan Negara 

 

Pasal 43  

(1) Dalam hal efektifitas dan efisiensi serta keterpaduan pengelolaan hutan Unit 

Pengelolaan Hutan Hak dan Hutan Adat dapat digabungkan dengan Unit 

Pengelolaan Hutan pada Hutan Negara. 

 

(2) Penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri atas 

usulan Bupati. 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kelima 

Perubahan Unit Pengelolaan Hutan 

 

Pasal 44  

(1) Perubahan atas Unit Pengelolaan Hutan pada Hutan Negara atau Hutan Hak dan 

atau Hutan Adat dilakukan: 

a. Perubahan Kawasan Hutan atau Rencana Tata Ruang Wilayah; 

b. Hasil Evaluasi Unit Pengelolaan Hutan. 

 

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat sesuai 

kewenangan penetapannya. 

 

Bagian Keenam 

Institusi Unit Pengelolaan Hutan 

 

Pasal 45  

(1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk Institusi Pengelola.  

(2) Institusi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi: 

a. Perencanaan Pengelolaan; 

b. Pengorganisasian; 

c. Pelaksanaan Pengelolaan; 

d. Pengendalian dan Pengawasan. 

 

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, setiap Unit Pengelolaan hutan harus 

didasarkan pada karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bersangkutan. 

 

  

BAB VI  
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KECUKUPAN LUAS KAWASAN HUTAN 

Pasal 46  

(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan 

Tetap minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas DAS dan atau pulau dengan 

sebaran yang proporsional. 

 

(2) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota mengupayakan kecukupan luas Kawasan 

Hutan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang memiliki Kawasan Hutan yang fungsinya 

sangat penting bagi perlindungan lingkungan provinsi dan atau kabupaten/kota 

lainnya, berkewajiban mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan, serta 

mengelola Kawasan Hutan tersebut sesuai dengan fungsinya. 

 

(4) Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang mendapat manfaat dari kawasan hutan 

yang berada di provinsi dan atau kabupaten/kota lainnya, berkewajiban untuk 

mendukung keberadaan dan kecukupan luas kawasan hutan di provinsi dan atau 

kabupaten/kota yang memberi manfaat. 

 

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 

diatur oleh Menteri. 

 

 

Karena aturan soal kecukupan luas kawasan 

hutan ini sangat penting dan berhubungan 

dengan hajat hidup orang banyak, sebaiknya 

diatur di dalam PP ini, dan tidak 

didelegasikan kepada peraturan lebih 

rendah.  

  

BAB VII 

PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN 

Perlu ada penjelasan soal hubungan 

penyusunan rencana kehutanan ini dengan 

penyusunan RTRW 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 47  

(1) Berdasarkan Hasil Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada BAB II 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis dan kondisi sosial 

masyarakat, Pemerintah menyusun Rencana Kehutanan. 

 

(2) Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) 

huruf e terdiri dari: 

a. Jenis Rencana Kehutanan; 

b. Substansi Rencana Kehutanan; 

c. Tata Cara Penyusunan Rencana Kehutanan, Proses, Koordinasi, Penilaian, 

dan Pengesahan Rencana Kehutanan. 

 

Bagian Kedua 

Jenis Rencana Kehutanan 

 

Pasal 48  

(1) Jenis Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf a 

meliputi: 

a. Rencana Kawasan Hutan; 

b. Rencana Pembangunan Kehutanan. 

 

(2) Jenis Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut 

skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jangka waktu perencanaan. 

 

Pasal 49 

Rencana Kawasan Hutan 

 

(1) Berdasarkan skala geografis, Rencana Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN); 

b. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP); 

c. Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK). 

 

(2) Penyusunan Rencana Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun sebagai berikut:  

a. RKTN disusun dengan mengacu pada Hasil Inventarisasi Hutan tingkat 

Nasional dan NSDH Nasional, serta memperhatikan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional, RTRWN dan aspek lingkungan strategis; 

b. RKTP disusun berdasarkan Hasil Inventarisasi Hutan tingkat Provinsi dan 
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NSDH Provinsi, serta memperhatikan RKTN, Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Provinsi, RTRWP dan aspek lingkungan strategis provinsi; 

c. RKTK disusun berdasarkan Hasil Inventarisasi Hutan tingkat 

Kabupaten/Kota dan NSDH Kabupaten/Kota, serta memperhatikan RKTP, 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, RTRWK dan aspek 

lingkungan strategis kabupaten/kota. 

(3) Berdasarkan fungsi pokok Kawasan Hutan, disusun Rencana Pengelolaan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPKPH) pada Unit Pengelolaan Hutan Konservasi, 

Unit Pengelolaan Hutan Lindung, dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi. 

 

(4) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disusun berdasarkan Hasil Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan 

KPH dan atau NSDH Unit Pengelolaan, dengan memperhatikan RKTK, serta 

aspek sosial dan lingkungan strategis di wilayah KPH. 

 

(5) Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, Rencana Kawasan Hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjangka 20 (dua puluh) tahun dan 

dievaluasi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun. 

 

(6) Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, Rencana Kawasan Hutan 

sebagaimana ayat (4) berjangka 10 (sepuluh) tahun dan dievaluasi minimal sekali 

dalam 5 (lima) tahun. 

 

(7) Rencana Kawasan Hutan yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah geografis 

menjadi acuan bagi Rencana Kawasan Hutan yang lebih rendah. 

 

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang Rencana Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Pasal 50  

(1) Rencana Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 digunakan 

sebagai dasar untuk Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan dan Izin Penggunaan 

Kawasan Hutan, Pelaksanaan Rencana Teknis Rehabilitasi dan Reklamasi, serta 

Pelaksanaan Perlindungan dan Konservasi Hutan. 

 

(2) Ketentuan Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan dan Izin Penggunaan Kawasan 

Hutan, Pelaksanaan Rencana Teknis Rehabilitasi dan Reklamasi, serta 

Pelaksanaan Perlindungan dan Konservasi Hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. 

 

Pasal 51 

Rencana Pembangunan Kehutanan 

 

(1) Rencana Pembangunan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) 

huruf a disusun berdasarkan Rencana Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 49. 

 

(2) Rencana Pembangunan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 

a. Rencana Pembangunan Kehutanan Jangka Menengah terdiri dari : 

1. Rencana Strategis KeMenterian Kehutanan; 

2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 

Provinsi; 

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)  

 



 

 28 

Kabupaten/Kota; 

4. Rencana Strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renstra KPH); 

b. Rencana Pembangunan Kehutanan Jangka Pendek terdiri dari: 

1. Rencana Kerja KeMenterian Kehutanan; 

2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi; 

3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 

Kabupaten/Kota; dan 

4. Rencana Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renja KPH). 

(3) Rencana Pembangunan Kehutanan yang lebih tinggi berdasarkan jangka 

waktunya menjadi acuan bagi Rencana Pembangunan Kehutanan yang lebih 

rendah. 

 

(4) Rencana Pembangunan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di 

lapangan. 

 

Bagian Ketiga 

Substansi Rencana Kehutanan 

 

Pasal 52  

(1) Substansi Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) 

huruf b meliputi seluruh aspek Pengurusan Hutan dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia Kehutanan. 

 

(2) Aspek Pengurusan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 

penyelenggaraan: 

a. Perencanaan Kehutanan; 

b. Pengelolaan Hutan; yang meliputi: 

1. Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan; 

2. Pemanfaatan Hutan; 

3. Penggunaan Kawasan Hutan; 

4. Rehabilitasi dan Reklamasi; serta 

5. Perlindungan dan Konservasi Hutan; 

c. Penelitian dan Pengembangan; 

d. Pendidikan dan Latihan; 

e. Penyuluhan Kehutanan; dan 

d. Pengawasan.  

 

(3) Kriteria Umum mengenai Substansi Rencana Kehutanan diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Bagian Keempat 

Tata Cara Penyusunan Rencana Kehutanan, Proses, Koordinasi, Penilaian dan 

Pengesahan Rencana Kehutanan 

 

Pasal 53  

(1) Tata Cara Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksid pada Pasal 47 

ayat (2) huruf c mengatur hal-hal mengenai kewenangan penyusunan, penilaian 

dan pengesahan rencana. 

 

(2) Tata Cara Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 
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a. Tata Cara Rencana Kawasan Hutan; 

b. Tata Cara Rencana Pembangunan Kehutanan. 

(3) Tata Cara Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana ayat (2) huruf a pada 

setiap tingkatannya sebagai berikut: 

a. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional disusun oleh Instansi Perencana 

Kehutanan Nasional, yang dinilai melalui konsultasi para pihak, dan 

disahkan oleh Menteri. 

b. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi disusun oleh Instansi Kehutanan 

Provinsi, yang dinilai melalui Konsultasi Para Pihak dan disahkan oleh 

Gubernur.  

c. Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota disusun oleh Instansi 

Kehutanan Kabupaten/Kota, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan 

disahkan oleh Bupati/Walikota.  

d. Rencana Pengelolaan KPH disusun oleh Kepala KPH, yang dinilai melalui 

konsultasi para pihak dan disahkan oleh Menteri. 

 

(4) Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

  

BAB VIII 

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 

 

Pasal 54  

(1) Pengelolaan Data dan Informasi bertujuan untuk terlaksananya penyelenggaraan 

Sistem Informasi Perencanaan Kehutanan secara terkoordinasi dan terintegrasi 

sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan 

pelayanan bagi publik dan dunia usaha di tingkat Nasional, Provinsi, 

Kabupaten/Kota serta Unit Pengelolaan/Kesatuan Pengelolaan Hutan. 

 

(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Perencanaan Kehutanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Sistem Informasi Kehutanan, yang 

meliputi: 

a. Jenis Data dan Informasi; 

b. Pengelolaan Sistem Informasi; 

c. Pelayanan Informasi Publik. 

 

(3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Perencanaan Kehutanan sebagaimana 

dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota 

dan Unit Pengelolaan/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 

 

Pasal 55  

(1) Jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf a, 

meliputi seluruh Data dan Informasi terkait proses Perencanaan Kehutanan 

sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1). 

 

(2) Jenis Data dan Infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Data 

Numerik dan Peta Tematik Kehutanan. 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 
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Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP. Ini 

mengingat pentingnya Data dan Informasi 

ini bagi berbagai pihak terutama masyarakat 

dan masyarakat adat.  

 

Pasal 56  

(1) Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) 

huruf b, dilakukan secara terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengembangan 

basis data, pengolahan, analisis, penyimpanan/pemeliharan, pemutakhiran dan 

penyajian. 

 

(2) Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung 

oleh Sumberdaya Manusia dan Teknologi Informasi. 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sistem dan Informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Pasal 57  

(1) Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf 

c, meliputi Informasi Publik yang bersifat Terbuka dan Informasi Publik yang 

dikecualikan bersifat Ketat dan Terbatas. 

 

(2) Pelayanan Informasi Publik yang bersifat Terbuka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat, 

disajikan di dalam web Kementerian Kehutanan. 

 

(3) Informasi Publik yang bersifat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

meliputi informasi seluruh hasil proses perencanaan kehutanan yang bersifat tetap 

dan mengikat pada kurun waktu tertentu. 

 

(4) Pelayanan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat Ketat dan Terbatas 

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Prosedur Permohonan. 

 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta Prosedur Permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 
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Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Pasal 58  

(1) Penyelenggara Sistem Informasi Perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 54 ayat (3) diselenggarakan sebagai berikut: 

a. Menteri menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan Kehutanan tingkat 

Nasional. 

b. Gubernur menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan Kehutanan 

tingkat Provinsi. 

c. Bupati/Walikota menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan 

Kehutanan tingkat Kabupaten/Kota. 

d. Kepala Unit Pengelolaan/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan Kehutanan tingkat Unit 

Pengelolaan/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 

 

(2) Tata cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Perencanaan Kehutanan diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Menteri. 

 

 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

  

BAB IX 

PERAN MASYARAKAT 

 

Pasal 59 

Bentuk Peran Masyarakat 

 

(1) Peran Masyarakat dalam Perencanaan Kehutanan dilakukan pada setiap kegiatan 

Perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1). 

 

(2) Bentuk Peran Masyarakat dalam kegiatan Inventarisasi Hutan dapat berupa: 

a. memberikan masukan informasi mengenai potensi hutan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5; 

b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau sesama unsur 

masyarakat dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan. 

 

(3) Bentuk  Peran Masyarakat  dalam kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan dapat 

berupa: 

a. memberikan masukan mengenai: 
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1. informasi keberadaan pihak-pihak ketiga dalam Kawasan Hutan Negara; 

2. penyelesaian konflik Kawasan Hutan; 

3. penunjukan, penataan batas, dan penetapan Kawasan Hutan; 

b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau sesama unsur 

masyarakat dalam proses Pengukuhan Kawasan Hutan. 

(4) Bentuk Peran Masyarakat dalam kegiatan Penatagunaan Hutan dapat berupa: 

a. memberikan masukan mengenai penentuan fungsi dan pengembangan serta 

pemanfaatan Kawasan Hutan; 

b. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan sesuai dengan kearifan lokal; 

c. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau sesama unsur 

masyarakat dalam Penatagunaan Kawasan Hutan. 

 

(5) Bentuk Peran Masyarakat dalam kegiatan Pembentukan Wilayah Hutan dapat 

berupa: 

a. memberikan masukan mengenai penetapan wilayah pengelolaan hutan; 

b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau sesama unsur 

masyarakat dalam Pembentukan Wilayah Hutan. 

 

(6) Bentuk Peran Masyarakat dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kehutanan dapat 

berupa: 

a. memberikan masukan mengenai: 

1. persiapan penyusunan rencana kehutanan; 

2. identifikasi potensi dan masalah kehutanan; 

3. penentuan arah pengembangan kehutanan; 

4. penilaian dan penetapan rencana kehutanan; 

b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau sesama unsur 

masyarakat dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Kehutanan. 

 

(7) Ketentuan Bentuk Peran Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Pasal 60 

Tata Cara Pelaksananan Peran Masyarakat 

 

(1) Peran Masyarakat dalam Perencanaan Kehutanan dapat disampaikan secara 

langsung dan atau tertulis kepada: 

a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non-kementerian terkait dengan 

Kehutanan; 

b. Gubernur; 

c. Bupati/Walikota; 

d. Kepala KPH. 

 

(2) Pelaksanaan Peran Masyarakat dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menghormati 

norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. 

 

(3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Kehutanan dilaksanakan dengan 

cara: 

a. menyampaikan masukan; 

b. memantau dan mengawasi; 

c. melaporkan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal 
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menemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terkait 

Perencanaan Kehutanan; 

e. melakukan kerjasama dalam Perencanaan Kehutanan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Tata cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Kehutanan diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Pasal 61 

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Peran 

Masyarakat 

 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan standar 

pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan Peran Masyarakat dalam 

Perencanaan Kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah berkewajiban: 

a. memberikan informasi dan akses informasi kepada Masyarakat; 

b. melakukan sosialisasi; 

c. melaksanakan hasil Perencanaan Kehutanan yang telah ditetapkan; 

d. menerima masukan dari masyarakat mengenai Perencanaan Kehutanan; 

e. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan masyarakat sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas dan bertanggungjawab dalam 

pembinaan serta pengawasan pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Perencanaan 

Kehutanan sesuai dengan kewenangannya. 

 

(4) Ketentuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peran 

masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 
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BAB X 

PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SENGKETA/KONFLIK  

 

Pasal 62  

(1) Pengelolaan dan Penanganan Sengketa/Konflik dimaksudkan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan penanganan kasus atas  Kawasan Hutan guna memberikan 

Kepastian Hukum terhadap Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan 

Hutan. 

Perlu dijelaskan beda sengketa dan 

konflik. 

 

(2) Pemerintah menyelenggarakan pengelolaan dan penanganan kasus Kawasan 

Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Perlu jelas Pemerintah yang dimaksud 

siapa? Jika perlu kerja sama bagaimana 

modelnya. 

(3) Pengelolaan dan Penanganan Sengketa/Konflik sebagaimana dimaksud ayat (1) 

meliputi: 

a. Pelayanan Pengaduan Kasus; 

b. Pengkajian Kasus; 

c. Penanganan Kasus; dan 

d. Penyelesaian Kasus.  

 

(4) Kasus Kawasan Hutan meliputi : 

a. Sengketa Kawasan Hutan; 

b. Konflik Kawasan Hutan; 

c. Perkara Kawasan Hutan. 

 

Pasal 63 

Pelayanan Pengaduan Kasus 

 

(1) Pelayanan Pengaduan Kasus sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (3) huruf 

a dilakukan untuk terlaksana dan tertatanya Sistem Pelayanan Pengaduan Kasus 

Kawasan Hutan. 

 

(2) Sistem Pelayanan Pangaduan Kasus Kawasan Hutan sebagaiamana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Pengaduan; 

b. Mekasnisme Pangaduan; 

c. Pencatatan; dan 

d. Penyampaian Informasi. 

 

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh 

perorangan, masyarakat hukum adat, badan hukum, dengan memuat identitas 

pengadu, obyek yang diperselisihkan, posisi kasus (legal standing), dan maksud 

pengaduan. 

 

(4) Mekanisme Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diajukan secara tertulis atau lisan atau menggunakan akses internet. 

 

(5) Pengaduan secara lisan atau menggunakan akses internet sebagaimana ayat (4) 

harus ditindaklanjuti dengan pembuatan permohonan secara tertulis. 

 

(6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk 

ketertiban penerimaan, pendistribusian dan perkembangan penanganan kasus. 

 

(7) Penyampaian Informasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan 

kepada pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan penggolongan 

informasi dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

(8) Ketentuan Pelayanan Pengaduan Kasus Kawasan Hutan diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 
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batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Pasal 64 

Pengkajian Kasus 

 

(1) Pengkajian Kasus sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf b dapat 

dilaksanakan terhadap pengaduan kasus kawasan hutan yang telah disampaikan 

sebagaimana Pasal 63. 

 

(2) Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah baik bersama-sama atau sendiri-sendiri 

melaksanakan Pengkajian Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1). 

 

(3) Pengkajian Kasus Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 

a. Pemetaan Kasus Kawasan Hutan dan Perumusan Kebijakan Umum dan 

Teknis Penanganan Kasus Kawasan Hutan; 

b. Pengkajian Sengketa Kawasan Hutan; 

c. Pengkajian Konflik Kawasan Hutan; 

d. Pengkajian Perkara Kawasan Hutan. 

 

 

 

(4) Pemetaan kasus kawasan hutan dan Perumusan kebijakan umum dan teknis 

penanganan kasus kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

didasarkan atas kajian terhadap akar dan sejarah kasus kawasan hutan, sebagai 

acuan untuk penanganan kasus pertanahan yang bersifat rawan, strategis, atau 

yang mempunyai dampak luas. 

 

(5) Pemetaan kasus kawasan hutan dan Perumusan kebijakan umum dan teknis 

penanganan kasus kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

didasarkan atas kajian terhadap akar dan sejarah kasus kawasan hutan, sebagai 

acuan untuk penanganan kasus pertanahan yang bersifat rawan, strategis, atau 

yang mempunyai dampak luas. 

 

(6) Pengkajian Sengketa kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilakukan untukmenghasilkan rekomendasi penanganan sengketa atas faktor 

penyebab, pokok permasalahan dan potensi penyelesaian sengketa melalui 

telahan hukum berdasarkan data yuridis, data fisik dan atau data pendukung 

lainnya.  

 

(7) Pengkajian konflik kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi penanganan konflik atas faktor 

penyebab terjadinya dan pokok permaslahan konflik dan potensi dampak 

terjadinya konflik melalui telahan hukum berdasarkan data yuridis, data fisik dan 

atau data pendukung lainnya. 

 

(8) Pengkajian perkara kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi penerapan hukum dan strategi 

beracara melalui penelitian dan analisis gugatan dan pokok gugatan atas perkara 

penggugata kepada lembaga pemerintah dalam perkara perdata dan pejabat 

pemerintah dalam perkara tata usaha negara. 

 

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang pengkajian kasus kawasan hutan diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 
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Pasal 65 

Penanganan Kasus 

 

(1) Berdasarkan hasil pengkajian Kasus kawasan hutan sebagaimana pasal 66 

dilaksanakan Penanganan Kasus kawasan hutan untuk: 

a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfatan, penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan hutan atau kawasan hutan; 

b. memastikan tidak terdapat tumpang tinding pemanfaatan, tumpang tindih 

penggunaan, tumpang tindih penuasaan dan tumpang tindih atas kawasan 

hutan; 

c. memastikan  pemanfaatan, penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti kepemilikan tanah 

bersifat tunggal untuk setiap bidang kawasan hutan yang diperselisihkan. 

 

(2) Penanganan Kasus kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 

a. Penanganan Sengketa Kawasan Hutan; 

b. Penanganan Konflik Kawasan Hutan; 

c. Penanganan Perkara Kawasan Hutan. 

 

(3) Penanganan Sengketa kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a 

didasarkan atas rekomendasi penanganan sengketa dilakukan : 

a. penelitian/pengolahan data pengaduan; 

b. penelitian lapangan; 

c. penyelenggaraan Gelar Kasus; 

d. penyusunan Risalah Pengolahan Data; 

e. penyiapan berita acara/surat/keputusan; dan/atau 

f. monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa. 

 

(4) Penanganan konflik kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b 

dilkasankan secara komprehensif didasarkan atas rekomendasi penanganan 

konflik  baik yang masalahnya sederhana dan mudah diselesaikan atau yang 

berdampak luas. 

 

(5) Penanganan konflik kawasan hutan yang sederhana dan mudah diselesaikan dapat 

dilakuakn dengan mempedomani prosedur penanganan kasus. 

 

(6) Penanganan konflik kawasan hutan yang berdampak luas mudah diselesaikan 

dapat dilakukan dengan perencanaan dan target waktu yang disesuaikan dengan 

situasi yang dihadapi serta perkemabngan selama proses penanganan konflik. 

 

(7) Dalam hal pencegahan konflik kawasan hutan dilakukan untuk mengurangi 

meluasnya konflik dan kerugian lebih besar dapat dilakukan melalui upaya 

pencegahan konflik antara lain penertiban administrasi sumber konflik, tindakan 

proaktif, penyuluhan hukum, pembinaan partisipasi atau kerjasama penanagan 

dengan lembaga penegak hukum. 

 

(8) Penanganan perkara kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c 

didasarkan atas rekomendasi penerapan hukum dan strategi beracara melalui 

kegiatan berperkara dalam proses perdata atau tata usaha negara yang melibatkan 

pemerintah dan tindaklanjut atas putusan pengadilan terhadap perkara kawasan 

hutan. 

 

(9) Ketentuan Lebih lanjut tentang penanganan kasus kawasan hutan diatur dalam 

peraturan menteri 

 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 
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batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Pasal 66 

Penyelesaian Kasus 

 

(1) Penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf d dapat 

ditempuh melalui: 

a. Pengadilan; atau 

b. Diluar Pengadilan; berdasarkan pilihan secara sukarela Para Pihak yang 

bersengketa. 

Siapa lembaga yang berwenang memutuskan 

kasus dalam proses di luar pengadilan? 

Lembaga ini perlu diatur dengan jelas. 

 

Usul: lembaga ini sebaiknya multipihak dan 

lintas sektor  

(2) Apabila telah dipilih upaya Penyelesaian Sengketa Kehutanan Diluar Pengadilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka gugatan melalui Pengadilan 

dapat dilakukan setelah tidak tercapai Kesepakatan Antara Para Pihak yang 

bersengketa. 

 

(3) Sengketa mengenai Status Kepemilikan Tanah dan Kebenaran Materiil Data Fisik 

dan Yuridis, diselesaikan melalui Badan Peradilan. 

 

(4) Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Diluar pengadilan tidak berlaku terhadap 

tindak pidana. 

 

(5) Penyelesaian Sengketa Kehutanan Diluar pengadilan dimaksudkan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti-rugi, 

dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk 

memulihkan fungsi hutan. 

 

(6) Dalam Penyelesaian Sengketa Kehutanan Diluar Pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan Jasa Pihak Ketiga yang ditunjuk bersama 

oleh Para Pihak dan atau pendampingan Organisasi Non-Pemerintah untuk 

membantu Penyelesaian Sengketa Kehutanan. 

 

(7) Penyelesaian Sengketa Kehutanan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai 

pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang 

harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. 

 

(8) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), Pengadilan dapat menetapkan Pembayaran Uang Paksa atas 

keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAB XI 

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI 

 

Pasal 67  

(1) Dalam menjamin terselenggaranya Perencanaan Kehutanan secara keseluruhan, 

maka Pemerintah melakukan: 

a. Pembinaan; 

b. Pengendalian; dan 

c. Evaluasi Perencanaan Kehutanan. 

 

(2) Pembinaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Kehutanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap kegiatan: 

a. Perencananaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1); 

b. Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54; 

c. Pelaksananaan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59; serta 

d. Pengelolaan dan Penanganan Sengketa/Konflik Perencanaan Kawasan Hutan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 62. 

 

Paragraf 1  
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Pembinaan 

Pasal 68  

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi 

pemberian: 

a. koordinasi penyelenggaraan perencanaan kehutanan; 

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang perencanaan 

kehutanan; 

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan perencanaan 

kehutanan; 

d. pendidikan dan pelatihan; 

e. penelitian dan pengembangan; 

f. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. 

 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: 

a. Pemerintah terhadap Penyelenggaraan Perencanaan Kehutanan pada 

Pemerintah Provinsi; 

b. Pemerintah Provinsi dan atau bersama Pemerintah terhadap Penyelenggaraan 

Perencanaan Kehutanan pada Pemerintah Kabupaten/Kota; 

c. Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau bersama Pemerintah dan atau bersama 

Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Perencanaan Kehutanan pada 

Unit Pengelolaan Hutan, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut  Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Pasal 69  

(1) Koordinasi penyelenggaraan perencanaan kehutanan  sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama 

antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perencanaan kehutanan. 

(2) Koordinasi penyelenggaraan perencanaan kehutanan dilakukan melalui 

koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan 

koordinasi antartingkatan pemerintahan. 

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui fungsi 

koordinasi dalam penyelenggaraan perencanaan kehutanan. 

 

 

Pasal 70  

(1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang perencanaan 

kehutanan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan 

upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan 

dan pedoman bidang perencanaan kehutanan. 

(2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang perencanaan 

kehutanan  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui: 

a. media tatap muka; dan 

b. media elektronik. 

 

 

Pasal 71  
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(1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan perencanaan 

kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan 

upaya untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada 

pemangku kepentingan dalam perencanaan kehutanan. 

(2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan perencanaan 

kehutanan  sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui: 

c. pemberian bimbingan kepada pemangku kepentingan dalam 

mengimplementasikan peraturan perundang-ndangan dan pedoman bidang 

perencanaan kehutanan ; 

d. pemberian supervisi kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

perencanaan kehutanan ; dan 

e. pemberian konsultasi pelaksanaan perencanaan kehutanan  bagi pemangku 

kepentingan.  

 

Pasal 72  

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf d 

merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia 

dalam penyelenggaraan perencanaan kehutanan. 

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan 

melalui: 

a. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan 

kehutanan ; 

b. penyusunan program pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan kehutanan  

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran 

pembinaan; 

c. penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan 

dan pelatihan dalam bidang perencanaan kehutanan ; dan 

d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan kehutanan. 

 

Pasal 73  

(1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) 

huruf e merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam bidang perencanaan kehutanan . 

(2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan strategi, serta norma, standar, 

prosedur, dan kriteria bidang perencanaan kehutanan. 

 

Pasal 74  

(1) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf f merupakan upaya untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam 

penyelenggaraanperencanaan kehutanan . 

(2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a. Penyebarluasan informasi perencanaan kehutanan  melalui media informasi 

dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 

b. penyuluhan bidang perencanaan kehutanan ; 

c. pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik; 

d. pembentukan kelompok dan forum masyarakat; 

 

Paragraf 2 

Pengendalian 

 

Pasal 75  

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan 

melalui kegiatan: 

a. Pemantauan; dan  

b. Pengawasan. 

 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan 

untuk memperoleh Data dan Informasi mengenai: 

a. Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Kehutanan; 
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b. Pengelolaan Data dan Informasi; 

c. Peran Masyarakat; dan 

d. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa/Konflik Perencanaan Kawasan Hutan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara 

represif dan fungsional yang ditimbulkan dalam: 

a. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Kehutanan; 

b. Pengelolaan Data dan Informasi; 

c. Peran Masyarakat; dan 

d. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa/Konflik Perencanaan Kawasan Hutan. 

 

(4) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dilaksanakan setiap tahun oleh: 

a. Pemerintah terhadap Penyelenggaraan Perencanaan Kehutanan pada 

Pemerintah Provinsi; 

b. Pemerintah Provinsi dan atau bersama Pemerintah terhadap Penyelenggaraan 

Perencanaan Kehutanan pada Pemerintah Kabupaten/Kota; 

c. Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau bersama Pemerintah dan atau bersama 

Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Perencanaan Kehutanan pada 

Unit Pengelolaan Hutan, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. 

 

(5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) 

disusun dalam bentuk laporan. 

 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana 

dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

Paragraf 3 

Evaluasi Perencanaan Kehutanan 

 

Pasal 76  

(1) Evaluasi dilakukan terhadap Perencanaan Kehutanan dilakukan untuk menilai 

efisiensi, efektivitas,  manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan 

Perencananan Kehutanan. 

 

(2) Evaluasi Perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) 

huruf c dilakukan terhadap: 

a. Pelaksanan Perencanaan Kehutanan; dan 

b. Hasil Pelaksanaan Perencanaan Kehutanan. 

 

(3) Evaluasi Perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sebagai berikut: 

a. pada tingkat Nasional dilaksanakan oleh Menteri; 

b. pada tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur; 

c. pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota; 

d. pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi pada Hutan Konservasi 

(KPHK) dilaksanakan oleh Menteri; 

e. pada Kesatuan Pengelolaan Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan Lindung 

(KPHL) dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di dalam wilayah 

Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota; 

f. pada Kesatuan Pengelolaan Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan Lindung 

(KPHL) dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada wilayah Lintas 
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Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur; 

g. pada Kesatuan Pengelolaan Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan Lindung 

(KPHL) dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada wilayah Lintas 

Provinsi dilaksanakan oleh Menteri. 

(4) Evaluasi Perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara periodik minimal sekali dalam 5 (lima) tahun pada setiap 

tingkat Penyelenggara Perencanaan Kehutanan. 

 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi Perencanaan Kehutanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Lampiran I, BAB II, UU 

12/2011- Teknik Penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Undangundang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, MAKA Pasal yang 

mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang undangan yang lebih rendah 

(baca: peraturan menteri) adalah cacat 

formil. KARENA UU 41/1999 TIDAK 

mengamanatkan subdelegasi ke peraturan 

menteri. UU 41/1999 hanya mengamanatkan 

pendelegasian ke PP 

 

Usulan: dirumuskan lebih lanjut dalam 

batang tubuh atau di lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dengan PP 

 

  

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 77  

(1) Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan atau diubah fungsinya 

berdasarkan Peraturan Menteri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini 

dinyatakan tetap berlaku. 

 

(2) Rencana Kehutanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau 

diganti dengan rencana kehutanan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah 

ini. 

 

Pasal 78  

Kawasan Hutan sebagai hasil perubahan dari RTRWP yang telah diubah 

peruntukannya menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK) atau Areal 

Penggunaan Lain (APL), dilakukan dengan melalui proses Perubahan Peruntukan. 

 

Pasal 79  

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan pelaksanaan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan dinyatakan 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti 

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

Ayat (2)  

Semua peraturan pelaksana dari PP ini sudah 

harus diterbitkan dalam jangka waktu satu 

tahun setelah PP ini diundangkan 

  

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 80  

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 146) dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Ditambahkan Ayat (2): 

Mencabut ketentuan Pasal 11 PP no. 24 

tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah 

 

Ayat (3): mencabut ketentuan mengenai 

wilayah pengelolaan hutan yang diatur di 

dalam PP 6 tahun 2007 jo to PP 3 tahun 

2008 

 

Pasal 81  
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Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal __ Oktober 2014 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

PRESIDEN 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal __ Oktober 2014 

 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

SEKRETARIS 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR ___ 

 

 

 

 

 

 

 


